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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2013 NOMOR 198 

 
PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 

NOMOR  26 TAHUN 2013 
                                

TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

                                           BUPATI BANTAENG 

 
Menimbang    :   a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas  Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka dipandang perlu 

membuat peraturan pelaksanaannya; 
  b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, maka 

perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
 

Mengingat     :  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Pasal 18 ayat (6); 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3209); 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5073); 
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang   Republik   
Indonesia   Nomor   12   Tahun  2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia       Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  38 Tahun 2004 

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444); 
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia Nomor 

5049); 
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5234); 
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 

1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 

60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 3528); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3529); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
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Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor  4737); 
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 

Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 
2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9); 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 
2007 Nomor 24). 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 11) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2013 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantaeng Tahun 2013 Nomor 6); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Pokok – pokok  Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 

2012 Nomor 10 ). 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan   :  PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 2013 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 
11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN 

TERTENTU 
 

Pasal 1 

 
Melaksanakan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6  Tahun   2013   

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng yang telah 
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 
6 Tanggal  23 September 2013 

 
                                       

Pasal 2 

 
Petunjuk teknis, sistem pelaksanaan dan prosedur administrasi Peraturan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini 
dibuat/disusun oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Bantaeng serta unit/instansi terkait untuk ditetapkan 

dengan Peraturan / Keputusan Bupati.  
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Pasal 3 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.    
    

Ditetapkan di Bantaeng 

Pada tanggal 30 Juli 2013 
     
BUPATI  BANTAENG 

Cap/ttd. 
H. M. NURDIN ABDULLAH  

 
Diundangkan di Bantaeng 
Pada tanggal 30 Juli 2013 

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 

 

S U D A R N I,  SH 
Pangkat :  Pembina Tk.I 

NIP  : 19561231 198303 1 206 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 198 

 

 

 

 

 

 

 

 


